
ABSTRAK 

Skripsi ini membahas mengenai penghapusan Paten akibat keterlambatan 

pembayaran biaya tahunan yang mana adalah kewajiban bagi setiap 

pemegang paten. Paten dapat dihapus bila pemegang paten tidak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 

2016 tentang Paten. Seperti dalam kasus Nomor 11 PK/Pdt.Sus-

HKI/2020  penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran biaya 

tahunan paten dan merasa masih memiliki itikad baik dalam melakukan 

pembayaran biaya tahunan, namun, paten miliknya telah dihapus yang 

mengakibatkan kerugian materi yang tidak sedikit bagi penggugat. 

Adapun permasalahan penelitian ini yaitu mengenai kriteria Paten yang 

dapat dihapuskan dan penerapannya berdasarkan UU Paten dan 

pertimbangan hukum terkait legalitas pengapusan Paten Rangka Baja 

Ringan dalam putusan No 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020; serta dan pandangan 

Islam tentang Hak Paten. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 

dengan pendekatan perundangan dan studi kasus, dan didukung dengan 

wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

Kementerian Hukum dan HAM RI. Kesimpulan yang dihasilkan dalam 

penelitian ini, bahwa kriteria Paten yang dapat dihapuskan dan 

penerapannya didasarkan pada pasal 130 UU No. 13 Tahun 2016 tentang 

Paten a. pemohonan penghapusan paten dari pemegang Paten dikabulkan 

oleh Menteri, b. putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, dan c. putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh komisi 

Banding Paten; atau pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban 

membayar biaya tahunan. HKI dalam islam dikenal dengan istilah Ibtikar. 

secara etimologi, ibtikar berarti awal dari sesuatu atau permulaannya.  
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